
Kartu  SPTI  Diduga  Ladang
Bisnis Bongkar Muat di PT MSS
Batang Hari, Jambi — Diduga terjadi praktik monopoli kartu
anggota  oleh  oknum  pengurus  Serikat  Pekerja  Transport
Indonesia (SPTI) bongkar muat di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT
Mutiara Sawit Semesta (MSS).

Informasi  ini  disampaikan  oleh  sumber  terpercaya  yang
menyebutkan bahwa ketua SPTI berinisial ML diduga memegang
hingga 10 kartu anggota untuk dijadikan alat bisnis dengan
menyerahkannya kepada pihak lain, Selasa (02/12/2025).

Sumber  tersebut  menjelaskan  bahwa  oknum  ketua  diduga
memberikan  kartu  anggota  tersebut  kepada  orang  luar  untuk
bekerja melakukan bongkar muat di lingkungan PKS PT MSS. Hasil
upah kerja bongkar muat kemudian diduga dibagi dua antara
pemegang kartu dan oknum ketua SPTI tersebut.

Tidak  hanya  ML,  sumber  juga  menyebutkan  bahwa  beberapa
pengurus lain berinisial MS, SB, dan LI turut memegang sekitar
10 kartu anggota yang diduga digunakan dengan pola serupa,
sehingga praktik tersebut berlangsung secara terstruktur.

Dalam  aturan  keorganisasian,  masa  jabatan  pengurus  SPTI
umumnya  berkisar  3  hingga  5  tahun  sesuai  Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Namun, menurut sumber,
kepengurusan SPTI bongkar muat di PT MSS telah berjalan lebih
dari 8 tahun tanpa pernah diganti atau dilakukan pemilihan
ulang.

Hal  ini  menimbulkan  dugaan  bahwa  struktur  kepengurusan
dibiarkan  berjalan  tanpa  evaluasi,  sehingga  membuka  ruang
terjadinya praktik monopoli dan penyalahgunaan kewenangan.

Sumber juga menyatakan bahwa buruh bongkar muat seharusnya
didaftarkan  dalam  BPJS  Kesehatan  dan  BPJS  Ketenagakerjaan
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melalui organisasi SPTI. Namun, kenyataannya sebagian besar
pekerja yang memiliki BPJS justru mendaftar secara mandiri,
bukan melalui organisasi.

Selain itu, setiap mobil yang keluar dari PKS PT MSS setelah
melakukan bongkar muat disebut diwajibkan membayar Rp40.000
per  mobil  kepada  SPTI.  Padahal,  upah  bongkar  muat  telah
dibayarkan oleh pihak perusahaan. Praktik pungutan ini disebut
memberatkan dan tidak memiliki dasar yang jelas.

 ML  ketua  pengurus  SPTI  saat  di  hubungi  melalui  pesan
whatsaap,  posisi  nya  lagi  umroh,  Maaf  saya  masih  umroh
katanya, saat di hubungi. (Red)


